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Abstract 

The implementation of E-SAKIP in public hospitals faces significant challenges due to service complexity, 
limited resources, and high service quality demands. Public hospitals are expected not only to provide 
optimal healthcare services but also to be accountable for the use of public resources. Despite the high 
urgency of implementing E-SAKIP, its implementation is still hindered by issues such as limited human 
resource capacity, complex reporting procedures, resistance to change, and the suboptimal integration 
of digital systems with organizational work practices. This study aims to analyze the effectiveness of E-
SAKIP implementation in improving the performance of public hospitals, focusing on a case study of a 
Class A Regional General Hospital (RSUD) in Indonesia. A descriptive qualitative approach is used, with 
data collection techniques including document study, observation, and literature review. The findings 
indicate that although E-SAKIP implementation has had a positive impact on performance improvement 
and internal coordination, there are still significant challenges related to human resources and reporting 
complexity. 
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Introduction 
Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi agenda strategis di berbagai negara sebagai 

respons terhadap tuntutan peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola 
pemerintahan. Digitalisasi administrasi publik tidak hanya dipandang sebagai adopsi teknologi semata, 
tetapi juga sebagai alat untuk mendorong reformasi birokrasi yang mengarah pada perubahan 
struktural dan kultural dalam organisasi publik[1][2]. Dalam konteks ini, sistem akuntabilitas kinerja 
berbasis digital diyakini dapat memperkuat mekanisme pengendalian kinerja serta meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. 

Di Indonesia, salah satu kebijakan utama dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 
terintegrasi secara elektronik melalui E-SAKIP. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara sistematis dan 
berkelanjutan[3][4]. Penerapan E-SAKIP diharapkan dapat mendorong terciptanya prinsip good 
governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja organisasi sektor 
publik[5]. Pada sektor kesehatan, khususnya rumah sakit publik, penerapan E-SAKIP memiliki urgensi 
yang lebih tinggi mengingat kompleksitas layanan, keterbatasan sumber daya, serta tingginya tuntutan 
kualitas pelayanan dari masyarakat. Rumah sakit publik tidak hanya dituntut untuk memberikan 
pelayanan kesehatan yang optimal, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber 
daya publik secara akuntabel dan terukur. Oleh karena itu, efektivitas implementasi E-SAKIP menjadi 
faktor krusial dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi rumah sakit. [6] 

Namun, dalam penelitian ini, kami akan membahas lebih dalam bagaimana penerapan E-SAKIP di 
rumah sakit publik tidak hanya terbatas pada prosedur administratif yang bersifat formal, tetapi juga 
menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan kultural dalam organisasi rumah sakit. Tantangan 
utama yang dihadapi dalam implementasi E-SAKIP ini antara lain adalah kompleksitas prosedur 
pelaporan yang harus dilalui, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih untuk 
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menggunakan sistem digital ini, serta resistensi terhadap perubahan yang muncul dari budaya 
organisasi yang sudah mapan[7]. Berbeda dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang lebih 
mengutamakan pengukuran angka dan data statistik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai faktor yang memengaruhi 
penerapan E-SAKIP di rumah sakit publik. 

Rumah sakit publik memiliki karakteristik organisasi yang unik, baik dari sisi struktur organisasi, 
proses kerja, maupun dinamika pelayanan yang terjadi di dalamnya[8]. Oleh karena itu, dalam 
penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara lebih detail pengalaman, 
pandangan, serta persepsi individu yang terlibat langsung dalam implementasi E-SAKIP. Pendekatan ini 
memungkinkan kami untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana rumah sakit mengadaptasi 
sistem E-SAKIP, serta bagaimana berbagai pihak di dalam organisasi berinteraksi dengan sistem 
tersebut dalam konteks spesifik rumah sakit. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya sekadar 
mengumpulkan data yang bersifat numerik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman konteks sosial 
dan organisasi yang mempengaruhi implementasi sistem[9][10]. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai 
pihak yang terlibat, observasi langsung terhadap proses kerja yang ada di rumah sakit, serta telaah 
dokumentasi terkait penerapan E-SAKIP. Dengan menggunakan pendekatan ini, kami dapat 
mengidentifikasi dengan lebih jelas tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit dalam 
mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja berbasis digital, serta menemukan faktor-faktor 
keberhasilan yang dapat diadopsi oleh rumah sakit lain dalam mengoptimalkan sistem ini. Penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana E-SAKIP diimplementasikan dalam 
lingkungan rumah sakit, serta memberikan wawasan lebih dalam mengenai adaptasi sistem ini terhadap 
dinamika dan kebutuhan rumah sakit publik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 
implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan kinerja rumah sakit publik melalui studi kasus di RSUD 
kelas A di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan menggali faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat implementasi E-SAKIP, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam 
konteks rumah sakit publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik 
yang penting bagi pengembangan kajian akuntabilitas kinerja sektor publik serta memberikan 
rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dan manajemen rumah sakit dalam mengoptimalkan 
sistem akuntabilitas berbasis digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. 
 
Methods 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami 
secara mendalam efektivitas implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan kinerja rumah sakit publik. 
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada analisis proses, konteks organisasi, 
serta dinamika implementasi kebijakan publik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata [11]. 
Pendekatan ini relevan untuk mengkaji sistem akuntabilitas kinerja yang dipengaruhi oleh faktor 
struktural dan perilaku organisasi, yang memerlukan pemahaman yang lebih holistik terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut dalam 
konteks rumah sakit publik. 

Penelitian dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas A di Indonesia, yang 
berfungsi sebagai rumah sakit rujukan dan telah menerapkan E-SAKIP dalam sistem pengelolaan 
kinerjanya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingkat kompleksitas organisasi, cakupan 
layanan yang luas, serta peran strategis rumah sakit publik dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan pemerintah, yang menjadikan RSUD kelas A sebagai representasi dari rumah sakit publik 
dengan tantangan yang lebih besar dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja berbasis digital [6]. 
Dengan demikian, RSUD kelas A menjadi pilihan yang tepat untuk menilai efektivitas implementasi E-
SAKIP pada tingkat rumah sakit rujukan yang memiliki karakteristik dan dinamika organisasi yang khas. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan telaah literatur. 
Studi dokumentasi mencakup penelaahan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, laporan E-
SAKIP, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai proses 
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implementasi E-SAKIP dan praktik pelaporan kinerja di lingkungan rumah sakit. Selain itu, telaah 
literatur digunakan untuk memperkuat analisis dengan mengaitkan temuan penelitian dengan hasil 
studi terdahulu yang relevan dalam bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi digital, serta 
untuk memberikan konteks teoritis yang lebih luas terhadap temuan penelitian ini [5][2]. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik, yang mencakup 
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Dalam proses 
analisis ini, peneliti memfokuskan perhatian pada identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data 
yang dikumpulkan, yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana E-SAKIP mempengaruhi 
kinerja organisasi rumah sakit. Kerangka analisis yang digunakan adalah efektivitas organisasi, yang 
meliputi tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kerangka ini digunakan 
sebagai lensa analitis untuk menilai sejauh mana implementasi E-SAKIP mampu mendukung 
peningkatan kinerja organisasi rumah sakit secara komprehensif dan berkelanjutan [9]. 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan 
metode, dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber serta menggunakan lebih 
dari satu teknik pengumpulan data guna meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian 
[11]. Pendekatan triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan yang lebih 
objektif dan valid mengenai efektivitas implementasi E-SAKIP, serta untuk mengurangi potensi bias 
yang dapat muncul dari satu sumber data atau teknik pengumpulan data saja. 

 
Results 

Efektivitas implementasi E-SAKIP pada rumah sakit publik dianalisis menggunakan kerangka 
efektivitas organisasi yang mencakup dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kerangka ini 
memungkinkan evaluasi implementasi E-SAKIP tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari 
proses dan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sistem akuntabilitas 
berbasis digital [9]. Dimensi pencapaian tujuan berfokus pada sejauh mana E-SAKIP dapat mendorong 
peningkatan kinerja organisasi rumah sakit melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan 
dalam perencanaan kinerja. Dalam hal ini, rumah sakit tidak hanya diukur dari seberapa baik mereka 
melaksanakan tugas administratif, tetapi juga apakah hasil yang diharapkan dalam perencanaan kinerja 
tercapai secara efektif dan efisien. Integrasi mengacu pada sejauh mana sistem E-SAKIP dapat 
diintegrasikan ke dalam proses kerja rumah sakit dan diterima oleh seluruh bagian organisasi. Hal ini 
mencakup bagaimana sistem ini bekerja bersinergi dengan berbagai fungsi rumah sakit, seperti 
manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan pelayanan kesehatan, yang memerlukan 
koordinasi yang baik untuk memastikan hasil yang optimal. Adaptasi menggambarkan kemampuan 
rumah sakit untuk beradaptasi dengan sistem digital yang terus berkembang. Sistem E-SAKIP yang 
berbasis teknologi memerlukan proses penyesuaian baik dalam hal keterampilan sumber daya manusia 
maupun budaya organisasi. Oleh karena itu, efektivitas sistem ini tidak hanya dilihat dari pengaplikasian 
teknisnya, tetapi juga dari seberapa cepat dan efektif rumah sakit dapat mengatasi hambatan yang 
terkait dengan perubahan budaya dan pola kerja yang ada. 
Kerangka efektivitas organisasi ini juga mempertimbangkan berbagai tantangan yang muncul akibat 
penerapan sistem berbasis digital di sektor publik. Rumah sakit publik, sebagai lembaga yang berfokus 
pada pelayanan, sering kali menghadapi hambatan struktural dan budaya yang cukup kompleks, seperti 
resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi, 
serta ketergantungan pada sistem lama yang sudah berjalan lama. Meskipun E-SAKIP dirancang untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tantangan dalam hal integrasi dan adaptasi tetap menjadi 
faktor kunci yang memengaruhi sejauh mana implementasi sistem ini dapat berhasil dalam 
meningkatkan kinerja rumah sakit. Evaluasi efektivitas sistem ini menjadi semakin relevan ketika 
dipahami dalam konteks rumah sakit yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan medis, tetapi 
juga sebagai organisasi yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dengan 
tingkat akuntabilitas yang tinggi. 
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Selanjutnya, dalam analisis ini, hasil implementasi E-SAKIP akan dikaitkan dengan temuan-temuan 
empiris yang relevan, yang mengungkap bagaimana rumah sakit publik menghadapi dan mengatasi 
berbagai hambatan dalam menjalankan sistem akuntabilitas berbasis digital. Penelitian ini juga akan 
memberikan pandangan yang lebih luas mengenai pengaruh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan 
pemerintah, dukungan teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia terhadap keberhasilan atau 
kegagalan sistem E-SAKIP di rumah sakit. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan 
gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas implementasi E-SAKIP, tidak hanya dilihat dari 
hasil administratif, tetapi juga dari perspektif organisasi yang lebih holistik dan dinamis. 
 
1. Integrasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-SAKIP di RSUD kelas A di Indonesia telah 
mendorong peningkatan koordinasi internal antarunit kerja di lingkungan rumah sakit. Salah satu 
faktor penting dalam keberhasilan integrasi ini adalah proses sosialisasi dan pendampingan yang 
dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Melalui kegiatan ini, pegawai rumah sakit menjadi lebih 
memahami mekanisme pelaporan kinerja berbasis digital dan cara penggunaannya. Integrasi sistem E-
SAKIP dalam berbagai unit kerja tercermin dari meningkatnya konsistensi dalam pelaporan kinerja 
antarbidang, serta meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya akuntabilitas dan 
transparansi dalam proses kerja rumah sakit. 

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala dalam proses 
integrasi yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya tumpang tindih format pelaporan dan 
perbedaan pemahaman antarunit kerja. Perbedaan interpretasi terhadap indikator kinerja dan 
mekanisme pengisian E-SAKIP menyebabkan ketidakkonsistenan data yang dilaporkan. Integrasi 
sistem belum sepenuhnya diikuti oleh integrasi prosedur kerja dan standar operasional yang seragam 
di seluruh unit. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan integrasi sistem digital dalam 
organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform teknologi, tetapi juga oleh 
efektivitas komunikasi internal dan kejelasan pembagian peran dalam proses akuntabilitas kinerja 
[5][2][15]. Oleh karena itu, agar integrasi dapat berjalan lebih efektif, perlu adanya upaya lebih lanjut 
dalam menyelaraskan prosedur kerja antarunit serta memberikan pelatihan yang lebih mendalam bagi 
pegawai. 
 
2. Adaptasi 

Pada dimensi adaptasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit publik telah 
menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menyesuaikan diri dengan penerapan E-SAKIP. 
Adaptasi ini tercermin dari tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat komputer, 
jaringan internet yang memadai, serta pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai untuk 
memastikan mereka dapat memanfaatkan sistem ini dengan optimal. Proses adaptasi yang baik ini 
menjadi faktor penting dalam mendukung kesiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan 
sistem akuntabilitas berbasis digital yang lebih kompleks. 

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa adaptasi rumah sakit masih 
menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama terkait dengan belum terpusatnya personel yang 
bertanggung jawab secara khusus terhadap pengelolaan dan pengisian E-SAKIP. Keadaan ini 
menyebabkan variasi kualitas pelaporan kinerja antarunit kerja dan berpotensi menurunkan 
konsistensi data kinerja organisasi. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa 
keberhasilan digitalisasi di sektor publik sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan 
kejelasan struktur pengelolaan sistem [1][11][16]. Oleh karena itu, untuk mencapai adaptasi yang lebih 
baik, rumah sakit perlu menunjuk personel khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan 
sistem E-SAKIP dan menyediakan pelatihan lebih lanjut untuk memastikan seluruh pegawai dapat 
beradaptasi dengan sistem baru ini secara efektif. 
 
3. Pencapaian Tujuan 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa implementasi E-SAKIP pada RSUD kelas A di Indonesia 
secara umum telah berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hal ini tercermin dari 
peningkatan capaian indikator kinerja utama rumah sakit, khususnya pada aspek mutu pelayanan, 
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aksesibilitas layanan, dan peningkatan kemandirian keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa E-
SAKIP berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja yang membantu organisasi dalam memantau 
pencapaian target secara lebih terstruktur dan terukur. Dengan demikian, E-SAKIP berhasil 
memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas manajemen rumah sakit dalam mencapai 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Peningkatan capaian kinerja ini juga mengindikasikan bahwa sistem E-SAKIP mampu 
mendorong keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program kerja rumah sakit. Pencapaian 
tujuan ini menunjukkan bahwa E-SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga 
sebagai bagian penting dari siklus manajemen kinerja yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan 
pandangan bahwa sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dapat memperkuat orientasi hasil 
dalam organisasi sektor publik [13][14]. Dengan adanya E-SAKIP, proses evaluasi kinerja tidak lagi 
sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas yang 
berkesinambungan dalam manajemen rumah sakit. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencapaian tujuan belum 
sepenuhnya optimal. Kompleksitas indikator kinerja dan beban administratif dalam proses pelaporan 
masih menjadi tantangan besar, khususnya bagi unit pelayanan, terutama tenaga medis yang memiliki 
keterbatasan waktu dalam menjalankan tugas utama mereka dalam pelayanan pasien. Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa efektivitas E-SAKIP dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi sangat 
dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain sistem dengan karakteristik organisasi rumah sakit publik 
[7]. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pencapaian tujuan, perlu adanya penyederhanaan prosedur 
pelaporan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengelola beban administratif 
agar lebih efisien. 
 
 
KESIMPULAN 

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan kinerja rumah 
sakit publik melalui studi kasus pada RSUD kelas A di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa: 

a) Implementasi E-SAKIP secara umum telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif 
terhadap peningkatan kinerja serta akuntabilitas organisasi rumah sakit. 

b) Pencapaian Tujuan: E-SAKIP berperan penting dalam membantu rumah sakit memantau dan 
mengendalikan pencapaian kinerja secara lebih terstruktur. Hal ini terlihat pada peningkatan 
mutu pelayanan, aksesibilitas layanan, dan pengelolaan sumber daya organisasi yang lebih baik. 

c) Integrasi Sistem: Penerapan E-SAKIP mendorong peningkatan koordinasi internal antarunit 
kerja rumah sakit, yang didukung oleh proses sosialisasi dan pendampingan. Namun, integrasi 
ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan pemahaman antarunit, 
tumpang tindih format pelaporan, dan ketidakkonsistenan prosedur pelaporan kinerja 
antarunit. 

d) Adaptasi terhadap Sistem Digital: Rumah sakit telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam 
menyesuaikan diri dengan sistem akuntabilitas berbasis digital, yang didukung oleh sarana 
prasarana yang memadai dan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, 
kendala utama yang dihadapi adalah belum terpusatnya personel yang bertanggung jawab 
terhadap pengelolaan E-SAKIP, yang berdampak pada variasi kualitas dan konsistensi pelaporan 
kinerja. 

Optimalisasi implementasi E-SAKIP, berdasarkan temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa 
efektivitas sistem ini bergantung tidak hanya pada teknologi digital, tetapi juga pada kesiapan organisasi 
dalam mengintegrasikan proses kerja dan beradaptasi dengan perubahan. Untuk itu, perlu penguatan 
tata kelola internal, termasuk penunjukan unit pengelola yang jelas dan terpusat, penyederhanaan 
prosedur pelaporan, dan peningkatan koordinasi serta pendampingan berkelanjutan dari instansi 
pembina. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan implementasi E-SAKIP berjalan optimal 
dan mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan. 

Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan manajemen rumah sakit publik 
untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja berbasis digital, sebagai bagian dari reformasi birokrasi 



POLICY AND MARITIME 
REVIEW 

 

 
20 

VOLUME 4 NO. 1: JUNI 2025 

yang berkelanjutan. Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi dalam pengelolaan rumah sakit, serta mendukung tercapainya tujuan reformasi sektor 
kesehatan. 
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